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RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan kerja antara kepala
Desa dengan badan permusyawaratan Desa (BPD) serta faktor-faktor yang
mendukung dan penghambat proses hubungan kerja Kades dan BPD pada Desa
Pendem Kota Batu. Metode pada penelitian ini yaitu kualitatif menggunakan teknik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil riset dari
penelitian yang ditemukan pada saat melakukan penelitian yaitu dalam
menjalankan pola kerjasama antara kepala Desa dan BPD di Desa Pendem telah
berjalan dengan efisien. Hal ini dikarenakan adanya sinergitas hubungan kerjasama
antara kepala Desa bersama aparatur Desa pada umumnya dengan badan
permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pendem Kota Batu.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakikatnya desa memiliki peranan yang krusial pada pembangunan negara yang dapat
dilihat dengan pembangunan fasilitas yang ada di desa sehingga dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan dari warga desa. Pembangunan yang dilakukan di desa pulau adalah tujuan
negara untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam mengurus serta
mengatur wilayahnya sendiri dengan perencanaan yang matang, terintegrasi serta kontinu
terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh warga desa.

Berdasarkan pada pembangunan di desa yang memiliki tahapan identifikasi kebutuhan
dalam melakukan pemetaan potensi serta pertimbangan prioritas dalam pembangunan desa
baik dalam kurun waktu singkat maupun 5 tahun kedepan. UU No. 6 Tahun 2014 yang
mengatur mengenai desa memberi wewenang kepada pemerintah desa dalam membangun
wilayahnya sendiri yang disesuaikan dengan visi serta misi. Prinsipnya adalah pembangunan
yang dilakukan di desa haris digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dari pemerintahan
desa.

Kepala desa serta BPD adalah rekan kerja yang bernaung dalam lembaga desa dimana
bila tidak terdapat harmonisasi yang baik diantara keduanya maka dapat menyebabkan ketidak
serasian pendapat dan saling menjatuhkan dan tidak ada keputusan yang dapat diambil. Hal
tersebut berdampak pada pembangunan desa yang melambat dikarenakan pada perencanaan
serta pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Maka dibutuhkan
hubungan serasi antara kepala desa dengan BPD sehingga dapat menciptakan program yang

mendukung kepentingan warga desa.



BPD serta kepala desa mempunyai pemikiran serta pemahaman yang serasi pada
pelaksanaan pemerintahan di desa dan sesuai dengan harapan warga desa. Berkaitan dengan
kemampuan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dapat dinyatakan harmonisasi merupakan
pelengkap dari hubungan kerja, sehingga pada penyusunan rancangan aturan dapat dilakukan
secara bersama-sama namun berprinsip rancangan aturan wajib mendapat persetujuan dari
pihak lain sebagai mitra yang ditentukan (Husin, 2005)

Adapun fenomena yang terjadi dalam pola hubungan antara Kepala Desa Pendem
Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan Badan Pemerintah Desa Permusyawaratan Desa (BPD)
bahwa pelaksanaan fungsi dari BPD yang dinilai masih minim terkait, kurangnya komunikasi
Pemerintah Desa Pendem ini dengan BPD pada pembangunan Desa serta masih kurangnya
partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong yang diadakan Pemerintah Desa Pendem
ini dengan hanya sebagian masyarakat yang ikut serta dalam
kegiatan.https//publikasi.unitri.ac.id

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih
lanjut terkait judul “Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan fenomena di latar belakang maka pokok masalah dalam

penelitian ini antara lain:
1.  Bagaimana hubungan kerja antara Kades dan BPD
2. Apa saja faktor pendukung serta penghambat dalam hubungan kerja antara Kades dan

BPD
1.3.  Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini berharap dapat menjelaskan antara lain:

1.  Untuk mengetahui hubungan kerja antara Kades dan BPD.



14.

Untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat hubungan kerja antara Kades
dan BPD.
Manfaat Penelitian
Secara Akademis
1) Bagi Mahasiswa
Hasil yang didapatkan pada riset ini diharap mampu digunakan sebagai referensi
dan penambahan ilmu berkaitan dengan hubungan kerja Kades serta BPD.
2) Bagi Universitas
Semoga peneliti ini mampu dijadikan referensi yang membahas sesuai dengan
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik
Secara Praktis
Bagi masyarakat umum, Semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi
khususnya, peneliti yang memiliki keterikatan dalam membahas tema yang serupa

dengan pengembangan yang dilakukan.
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